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Sumber gambar: https://palopopos.fajar.co.id/2024/02/05/pj-wali-kota-serahkan-bantuan-kepada-eks-penderita-kusta-jumlahnya-23-kk/  

Pemkot Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel), memberikan bantuan terhadap 23 Kepala Keluarga (KK) bekas 

penderita kusta. Bantuan tersebut merupakan hasil kolaborasi Dinas Sosial dan Dinas Ketahanan Pangan di 

daerah tersebut. 

"Ya benar, ada 23 kepala keluarga eks penderita kusta di wilayah Kota Palopo dapatkan bantuan," ujar 

Kepala Dinas Sosial Kota Palopo Zulkifli Halid kepada Wartawan, Selasa (6/2/2024). 

Zulkifli mengungkapkan pemberian bantuan berupa bahan pokok, makanan siap saji, alas tidur dan selimut 

tersebut dilakukan di Kelurahan To'Bulung, Kecamatan Bara pada Minggu (4/2) pagi. Bantuan diberikan 

langsung oleh Pj Wali Kota Palopo Asrul Sani. 

"Bantuan diberikan langsung Pj Wali Kota Palopo Asrul Sani kepada 23 kepala keluarga eks penderita 

kusta dan yang disalurkan ada berupa beras, makanan siap saji, snack, tikar dan selimut," ungkapnya. 

Dirinya menjelaskan, 23 kepala keluarga yang menerima bantuan tersebut sebagian telah terdaftar sebagai 

penerima manfaat PKH dan bantuan BNPT. Sementara untuk yang belum terdaftar sebagai penerima 

bantuan pihak Dinas Sosial segera mengusulkan ke Kementerian Sosial. 

"Meski begitu, kami tetap terus memantau kondisi atau kebutuhan warga eks penderita kusta yang berada 

di wilayah Kota Palopo," jelasnya. 

Zulkifli juga menyampaikan bantuan yang diberikan kali ini merupakan hasil kolaborasi Dinas Sosial 

bersama Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo dan kegiatan seperti ini akan rutin dilakukan untuk warga 

kota Palopo yang butuh bantuan. 

"Bantuan kali ini adalah hasil dari kolaborasi Dinas Sosial dan Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo. Jadi 

kegiatan ini juga tidak hanya sampai di sini, semua kita pantau terutama eks penderita kusta jadi kalau 

kekurangan sembako nanti akan kita bawakan," bebernya. 
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Kunjungan tersebut turut diikuti oleh Kejari Kota Palopo, Camat Bara, Lurah To Bulung, Kepala 

Puskesmas, jajaran Dinsos dan Ketahanan Pangan Kota Palopo. 

 

Sumber berita: 

1. https://www.detik.com/sulsel/palopo/d-7179814/pemkot-palopo-kucurkan-bansos-ke-23-kk-eks-

penderita-kusta 6 Februari 2024 

2. https://palopopos.fajar.co.id/2024/02/05/pj-wali-kota-serahkan-bantuan-kepada-eks-penderita-

kusta-jumlahnya-23-kk/ 5 Februari 2024 

Catatan: 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 63 yang 

menyatakan: 

(1) Belanja   bantuan   sosial  sebagaimana  dimaksud    dalam Pasal 56 ayat (1)  huruf f digunakan 

untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/ atau barang kepada individu, 

keluarga,   kelompok  dan/atau  masyarakat  yang sifatnya  tidak   secara  terus   menerus  dan  

selektif yang bertujuan  untuk  melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko   sosial,    

kecuali  dalam  keadaan   tertentu   dapat berkelanjutan.  

(2) Keadaan     tertentu    dapat   berkelanjutan     sebagaimana dimaksud  pada  ayat  ( 1)  diartikan  

bahwa  bantuan   sosial dapat  diberikan setiap tahun  anggaran  sampai penerima bantuan telah 

lepas  dari resiko sosial. 

(3) Belanja  bantuan  sosial sebagaimana dimaksud pada  ayat ( 1)  dianggarkan  dalam APBD  

sesuai dengan  kemampuan Keuangan   Daerah   setelah   memprioritaskan   pemenuhan 

belanja     Urusan      Pemerintahan    Wajib     dan    Urusan Pemerintahan    Pilihan,    kecuali   

ditentukan   lain   sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 

yang menyatakan: 

(1) Setiap pengeluaran  harus  didukung  bukti  yang  lengkap dan  sah  mengenai hak  yang 

diperoleh oleh   pihak  yang menagih. 

(2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan  Behan  APBD  tidak dapat dilakukan sebelum 

rancangan Perda  tentang  APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah. 

(3) Pengeluaran  kas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat   (2) tidak   termasuk  pengeluaran  

keadaan  darurat   dan/atau keperluan  mendesak sesuai dengan  ketentuan  peraturan 

perundang-undangan. 


